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ABSTRAK

Asuransi merupakan suatu lembaga yang akan mengambil alih setiap risiko yang
mungkin timbul atau dihadapi dimasa yang akan datang. sehingga asuransi
memberikan perlindungan terhadap Tertanggung. Adapun salah satu
permasalahan dalam melakukan suatu asuransi yaitu penolakan klaim polis
asuransi yang diajukan oleh, Tertanggung kepada Penanggung dengan berbagai
alasan penolakan yang dilontarkan. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan dapat
membantu- Tertanggung dalam menyelesaikan permasalahan penolakan klaim
polis asuransi. Dalam mengatasi perlindungan terhadap Tertanggung dalam
penolakan klaim polis asuransi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam
sistem hukum perlindungan Tertanggung tidak sebatasimemfasilitasi perlindungan
Tertanggung yang menampung dan menjadi lembaga mediasi, tetapi juga menjadi
lembaga yang melakukan keberpihakan kepada Tertanggung dalam bentuk
kegiatan pembelaan hukum. Hal ini merupakan upaya pencegahan terjadinya
pelanggaran dan pemulihan hak-hak Tertanggung apabila terjadi kerugian yang
dialami Tertanggung baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah
bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum
terhadap Tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi di Kota Pekanbaru
dan bagaimana upaya dan.-hambatan . Otoritas “Jasa Keuangan terhadap
penyelesaian sengketa penolakan klaim polis asuransi di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan hukum empiris (observational research) yaitu
langsung ke Kantor Otoritas-Jasa Keuangan Kota \Pekanbaru untuk mendapatkan
data. Sedangkan dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif,
yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan secara
jelas dan menyeluruh tentang perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam
penolakan klaim polis asuransi yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan di Kota
Pekanbaru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap
Tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi di Kota Pekanbaru mengacu
Pengaturan, Pengawasan, serta Perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap
penyelesaian sengketa penolakan klaim polis asuransi terhadap Tertanggung,
dilihat dalam prinsip-prinsip pelaksanaannya, vyaitu antara lain: prinsip
transparansi, prinsip perlakuan yang adil, prinsip keadilan, prinsip kerahasiaan
dan keamanan data/informasi konsumen, prinsip penanganan pengaduan.
Sedangkan dalam hambatan yang didapat oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam
melakukan upaya terhadap penyelesaian sengketa penolakan klaim polis asuransi
di Kota Pekanbaru, yaitu dengan kurangnya informasi yang didapat dan
kurangnya pemahaman konsumen terhadap produk-produk asuransi yang ingin
dilakukan.

Kata Kunci : Asuransi, Klaim, Otoritas Jasa Keuangan.
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ABSTRACT

Insurance is an institution that will take over any risks that may arise or
being facing in the future. In other hand, insurance provides protection for the
Insured. As one of the problems in carryingout insurance is the rejection of
insurance policy claim which are proposed by the Insured to the Insurer beyond
various reasons for.rejection. made. Therefore, the Financial Services Authority
can assist the.dnsured in solving the problem of rejection of insurance policy
claims. In-dealing with the protection of the Insured toward the rejection of
insurance policy claims according to Law Number 21 in 2011 about concerning to
the Financial ‘Services Authority,- where ,the role of the Financial Services
Authority in'the legal system'of the Insured’s’protection is not only facilitating the
protection of.the Insured 'who holds and becomes a mediating institution, but also
becomes an institution that make partisanship to the Insured in the form of legal
defense activities. It is an effort to prevent violations and recovery of the Insured’s
rights in case of loss by the Insured either through litigation or non-litigation.

The main problem in this study is how the authority of the Financial
Services Authority In the legal protection of the Insured toward the rejection of
insurance policy claims in Pekanbaru City and how the efforts and obstacles of
the Financial Services Authority to resolve the disputed rejection of insurance
policy claims in‘Pekanbaru City.

This research applied empirical law (observational research) which is
directly to the Financial Services Authority Office in Pekanbaru City to obtain
data. This research is categorized into Descriptive Research which aims to
comprehensively describe about the legal protection of the Insured in rejection of
insurance policy claims which is submitted'to the Financial Services Authority in
Pekanbaru City according with Law Number 21 in 2011 About the Authority
Financial Services and Financial Services Authority Regulations.

The authority of the Financial Services Authority in legal protection
against the Insured in refusing insurance policy .claims in Pekanbaru City is
referred by conducting  Regulations, Oversight, and Protection According
applicable laws and regulations. The efforts made by the Financial Services
Authority to settle disputes over-the rejection of insurance policy claims against
the Insured are seen in the principles of implementation, which include: the
principle of transparency, the principle of fair treatment, the principle of fairness,
the principle of confidentiality and security of consumer data/information, the
principle of handling complaints. However, the obstacle which obtained by the
Financial Services Authority in making an effort to settle disputes over the
rejection of insurance policy claims in Pekanbaru City is the lack of information
obtained and the lack of consumer understanding of the insurance products to be
carried out.

Keywords: Insurance, Claims, Financial Services Authority.
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BAB |

PENDAHULUAN

Pembangu
disegala bi
dan keama
kehidupan

Setiap

berada dalam keadas Seri ili eh berbagai macam

Pada dasarnya untuk me suatu risiko yang mengancam
kepentingan manusia oleh suatu peristiwa yang tidak pasti umumnya diatasi

melalui 4 cara, yaitu:*

L Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2000, him. 15.



1. Menerima (assumption or retention)

2. Menghindar (avoidance) maksudnya, berbuat sesuatu atau tidak berbuat
sesuatu dan tidak berbuat sesuatu agar tidak-mendapat kerugian.

3. Mencegah (prevention) maksudnya, mengadakan tindakan tertentu dengan
tujuan paling tidak mengurangi'kerugian.

4. Mengalihkan dan membagi (transfer or “distribution) maksudnya,
kemungkinan buruk yang dapat menimpa dirinya dialihkan pihak lain.

Sebagaimana tertera diatas salah satu bentuk usaha untuk mengatasi risiko
adalah melalur cara atau usaha mengalihkan risiko kepada pihak lain. Usaha untuk
mengatasi risiko kepada pihak lain ini kemudian memunculkan adanya asuransi.
Asuransi terbentuk dengan jalan mengadakan suatu perjanjian pengalihan risiko.
Perjanjian semacam ini_disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan.
Dalam asuransi, risiko diartikan sebagai ketidakpastian mengenai kerugian,
sehingga pengertian_risiko mengandung dua konsep, yaitu ketidakpastian dan
kerugian. Titik utamanya adalah ketidakpastian.?

Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari
keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (uncertainty). Ketidakpastian memuat
suatu risiko yang dapat berakibat terjadinya ancaman bagi setiap pihak, baik
sebagai individu maupun sebagai pelaku bisnis. Ketidakpastian tersebut
melahirkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin akan timbul

sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan tersebut. Risiko tersebut dapat terjadi

2Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001,
him. 60.
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karena bencana alam, kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan,
kesalahan, kegagalan, ataupun dari berbagai sebab-sebab lainnya yang tidak dapat

diduga sebelumnya termasuk kerusuhan, sabotase, dan terorisme. Masing-masing

cara agar ketid o i gpastian. Salah
satu cara L engatasi rist ' : alinkan risiko
(transfer o a piha 1 pi‘pihak lain pada
penerima KC D ge ' adalah perusahaan

Asuransi.*

2. Produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan, artinya kebutuhan nasabah lebih
diutamakan;

3. Nasabah yang membeli polis harus sehat;

3A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him. 2

4 Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, PT. Alumni,
Bandung, 2012, him. 9.

®lbid.,hIm.89.
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4. Komitmen nasabah dalam membeli produk yang dipilih, setidaknya ada tatap
muka dan tidak hanya melalui telepon;

5. Kondisi keuangan suatu perusahaan asuransi. Setidaknya memilih asuransi

risiko ini,

kemudian

Q@.

risiko memiliki kegunaan

maupun terhadap pembangunan negara. Mereka yang menutupi risiko dengan
perjanjian asuransi akan merasa tentram karena mendapat perlindungan dari
kemungkinan tertimpa kerugian. Kegunaan positif tersebut maka keberadaan
asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun untuk mengembangkan
usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti: peraturan perundangan-

undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan



yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi
serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait.

Lembaga asuransi atau pertanggungan dalam kondisi tersebut mempunyai
fungsi sebagai lembaga yang-akan mengambil alih setiap-risiko yang mungkin
timbul atau dihadapi. Walaupun banyak metode yang menangani risiko, namun
asuransi adalah metode yang,cpaling banyak . dipakai, asuransi memberikan
perlindungan terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun yang dihadapi
perusahaan.®

Perkembangan Asuransi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang
sangatlah pesat setelah pemerintan mengeluarkan regulasi pada tahun 1980
diperkuat kelvarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Peransuransian. Adanya regulasi tersebut pemerintah memberikan kemudahan
dalam hal perizinan sehingga,mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru
dan pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi nasional.”

Istilah Asuransi merujuk kepada tindakan, sistem, atau bisnis dimana
perlindungan finansial (ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan
dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak
dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau
sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu
tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Asuransi
menjadi kebutuhan didalam perkembangan masyarakat sekarang ini. Sehari-hari

didalam kehidupan kita sebagai manusia banyak mengalami kejadian-kejadian

6Herman Darmawi, Menejemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, him. 1.
"Agus Pranoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, BPFE, Yogyakarta, 2000,
him. 11.



yang tidak tentu atau risiko-risiko yang akan mengganggu jalannya kehidupan
kita dan akan merugikan kita.®

Kegiatan perasuransian sendiri sudah berlangsung sejak lama, hal ini
dibuktikan dengan diaturnya perasuransian. atau perjanjian.pertanggungan pada
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang, namun Indonesia sendirt baru-mempunyal Undang-Undang khusus yang
mengatur mengenai jenis kegiatan usaha ini pada tanggal 11 Februari 1992, yaitu
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dengan
perkembangan zaman terjadinya perubahan dalam Undang-Undang tersebut,
dimana sekarang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
Dimana pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
Tentang Perasuransian, sebagai berikut:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak; yaitu perusahaan asuransi dan
pemegang polis, yang menjadi’ dasar. bagi-penerimaan premi oleh perusahaan
asuransi sebagal imbalan untuk:

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita
tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak
pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung
atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan
manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil
pengelolaan dana.

8Ibid., him. 2.



Pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan
pengertian tentang asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:

”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana
seorang penanggung.mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan
menerima suatu-premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu
kerugian, _kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, -yang mungkin
akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

Usaha asuransi .:merupakan suatu "mekamisme yang = memberikan
perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila
risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak Tertanggung akan mendapatkan ganti
rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara Penanggung dan Tertanggung.
Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh
dengan risiko. Secara rasional,.para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk
mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah
tangga, asuransi juga dibutuhkan-untuk; mengurangi permasalahan ekonomi yang
akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko
cacat atau meninggal dunia.®

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai
fungsi, tugas, dan wewenang  pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi mengatur
sistem pengaturan dan pengawasan yang melekat terhadap keseluruhan
pelaksanaan yang ada di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan

didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan

®Mulyadi Nitisusastro, Asuransi Dan Usaha Perasuransian Di Indonesia, Alfabeta,Bandung,2013,
him. 3.



pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank
Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi
konsumen industri jasa keuangan yang salah satunya adalah kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan perasuransian. '

Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau merupakan salah satu kantor
di bawah koordinasi Kantor Oteritas/Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian
Utara bersama-sama dengan Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Provinsi
Kepulauan Riau. Jumlah jaringan kantor Industri Jasa Keuangan di wilayah
Provinsi Riau, terdiri dari 1 kantor Pusat Bank Umum (BPD), 30 kantor Pusat
Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR) dan 2 kantor Pusat Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 844 jaringan kantor bank umum, 331
jaringan kantor IKNB yang terdiri dari asuransi, modal ventura, Pegadaian,
perusahaan pembiayaan, perusahaan penjaminan, perusahaanpialang asuransi dan
dana pensiun, serta 15 jaringan kantor Pasar Modal. Dengan adanya Otoritas Jasa
Keuangan di Kota Pekanbaru dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
Riau dan dapat menyelenggarakan tugasnya dan mengawasi pertumbuhan
financial di sejumlah wilayah. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Riau sebelumnya
berada di 0,22 persen, dan sekarang di atas 2,7 persen yang juga merupakan kerja
sama semua pihak termasuk Otoritas Jasa Keuangan Riau.*!

Asuransi saat ini tidak lepas dari persaingan untuk menangkap peluang yang

semakin terbuka lebar di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat kita lihat dari semakin

Ohttps://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan diakses pada tanggal 24 April 2019 pada
pukul 22:50 WIB.
Yhttp://m.riaupos.co/189312-berita-ojk-diharapkan-dorong--pertumbuhan-ekonomi.ntml  diakses
pada tanggal 26 April 2019 pada pukul 21:14 WIB.


https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan
http://m.riaupos.co/189312-berita-ojk-diharapkan-dorong--pertumbuhan-ekonomi.html

banyaknya tumbuh dan berdirinya perusahaan-perusahaan asuransi di Kota
Pekanbaru baik dari asuransi berskala nasional maupun global dengan jumlah
lebih dari 40 perusahaan asuransi yang tersebar di seluruh Kota Pekanbaru.
Dengan jumlah perusahaan asuransi tersebut-maka masing-masing perusahaan
asuransi tersebut berusaha untuk membuat strategi-strategi dan taktik.*?

Dengan banyaknya tumbuh: dan berdirinya. perusahaan-perusahaan asuransi
di Kota Pekanbaru, sehingga banyak pula kesadaran dari masyarakat untuk
melakukan asuransi, untuk menyiapkan masa depannya yang lebih baik,
menyediakan perlindungan diri dan aset-asetnya. Tetapi bagaimanapun bagusnya
asuransi yang dilakukan, semua tidak akan ada gunanya jika para Tertanggung
kecewa terhadap pelayanan dan klaim yang dipersulit. Salah satunya seperti
penolakan Klaim polis asuransi yang diajukan oleh Tertanggung kepada pihak
asuransi dengan berbagai ~alasan penolakan . dilontarkan, sehingga semakin
memperburuk citra asuransi (contoh kasus Lampiran | Table penolakan klaim
polis asuransi yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru).

Perlindungan hukum bagi rakyat (khususnya Tertanggung) menurut Philipus
M. Hadjon, sebagai mana dikutip.Bahder Djohan Nasution, dapat dibagi menjadi
dua macam, yaitu:*3
a. Perlindungan hukum preventif, artinya rakyat diberikan kesempatan untuk

mengajukan keberatan (inspraak), maksudnya perlindungan hukum preventif

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

2Nofrizal, Jurnal Manajemen dan Bisnis: Strategi Tumbuh dan Bersaing di Industri Asuransi,
ISSN:1410-4571

13 Thamrin S, Kumpulan Artikel llmiah Bereputasi & Terindex, Taman Karya, Pekanbaru, 2019,
him. 77.



b. Perlindungan hukum represif, artinya perlindungan yang bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa.

Sehingga dengan adanya perlindungan hukum tersebut Tertanggung dapat

menyelesaikan permasalahan dalam hal penolakan klaim polis asuransi.

Dari beberapa permasalahan penolakan klaim polis asuransi yang diajukan
ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan di:Kota Pekanbaru, salah satunya dalam kasus
penolakan Klaim polis asuransi antara Pihak Penanggung yaitu PT Asuransi
Allianz Life Indonesia dan Pihak Tertanggung yaitu Mariana. Kasus yang dialami
Mariana bermula ketika perusahaan asuransi yaitu PT Allianz Life Indonesia
menolak klaim polis asuransi yang diajukan Mariana dalam polis asuransi semua
risiko property  tersebut, dengan nomor palis asuransi- PKB01-G-0911-
01F0000353, Mariana melaporkan PT Asuransi Allianz Life Indonesia kepada
BPSK, dengan kerugian yang diderita Mariana berupa tindakan pencurian
terhadap tokonya yang beralamat di Jalam Jend. Sudirman No. 187 Pekanbaru,
yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. BPSK telah menetapkan
permasalahan sengketa. tersebut dengan Putusan-Nemor :10/Pts/BPSK/1/2015
menjatuhkan hukuman kepada. PT “Asuransi Allianz Life Indonesia untuk
membayar/mengganti kerugian yang dialami oleh Mariana dan PT Asuransi
Allianz Life Indonesia mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan
Negeri Pekanbaru, dan Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan menghukum
pemohon keberatan, yaitu PT Asuransi Allianz Life Indonesia untuk membayar

atau mengganti kerugian yang diderita oleh Mariana. Tetapi PT Asuransi Allianz
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Life Indonesia tetap menolak klaim polis asuransi terhadap Mariana. Sehingga
Mariana mengajukan kasus tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kasus lain penolakan klaim polis asuransi antara Pihak Penanggung yaitu
PT BNI Life Insurance Thk Kep.Pekanbaru.dan Pihak Tertanggung yaitu Irawan.
Kasus ini bermula ketika terjadi ditolaknya Klaim asuransi oleh PT BNI Life
Insurance Thk Kcp Pekanbaru;, Rika'selaku anak kantung dan saksi dalam polis
asuransi kesehatan dari Alm. Bapak Irawan selaku Tertanggung asuransi
kesehatan dengan nomor polis BLK 02018201101058 melaporkan PT BNI Life
Insurance Thk Kcp Pekanbaru ke Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru, Rika merasa
mengalami kerugian berupa terjadinya penolakan klaim polis asuransi kesehatan
oleh Ayah kandungnya yaitu Alm. Irawan karena pada tanggal 15 September
2016 sekitar pukul 02.00 WIB telah meninggal dunia dikarenakan serangan
jantung. Pihak PT BNI. Life~Insurance Thk Kcp Pekanbaru menolak klaim polis
asuransi kesehatan tersebut dikarenakan Tertanggung semasa hidupnya ketika
melakukan asuransi kesehatan tidak memberi tahukan bahwasannya memiliki
riwayat sakit jantung. Tetapi Rika merasa tidak diberitahukan secara rinci isi dari
polis asuransi sehingga Rika melaporkan. kejadian tersebut ke Otoritas Jasa
Keuangan.

Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru yang berfungsi
untuk mengatur suatu sistem pengaturan maupun pengawasan yang melekat
terhadap keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan
khusus asuransi, yang berfungsi untuk berindak terhadap pelaku usaha asuransi,

serta terhadap melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang merugikan
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konsumen, dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 juga
telah diatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, sehingga

dapat membantu Tertanggung untuk menyelesaikan sengketa penolakan klaim

~ g
&

jikan doman dalam karya

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan
hukum terhadap tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi di Kota
Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui upaya dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap

penyelesaian sengketa penolakan klaim polis asuransi di Kota Pekanbaru.
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Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai bahan wawasan bagi penulis serta

sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar pascasarjana (S2) program

Jasa Keuangan Di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, menurut Penulis teori-teori
yang sesuai dengan obyek yang diteliti, adalah sebagai berikut:

Dari pemahaman Tuti Rastuti yang menyatakan asuransi merupakan suatu
bentuk pengendalian risiko, dengan cara mengalihkan risiko (transfer of risk) atau
membagi risiko (distribution of risk) dari pihak yang memiliki peluang

mendapatkan risiko, karena dengan adanya risiko kepada pihak lain yaitu
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perusahaan asuransi, yang bersedia melakukan perlindunga dari kemungkinan
terjadinya suatu risiko kepada pihak pertama.'*

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pertanggungan terhadap

alik, perjanjian

yang terdapat

Indemnitas).

2. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang dilakukan dengan bersyarat.
Kewajiban menggantikan kerugian dari Penanggung kepada
Tertanggung yang hanya dilaksanakan apabila terjadi suatu peristiwa yang

tidak diinginkan, sehingga diadakan suatu pertanggungan.

14 Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, him. 60.
15 1bid, him. 84.
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3. Perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik.

Kewajiban Penanggung mengganti rugi yang diharapkan sedangkan

kewajiban Tertanggung membayar premi yang telah ditetapkan.

(satu) Bab IX

(sembilan) um asuransi.

<

Selanjutny: jatur mengenai

beberapa | ransi terhadap
bahaya yan

jiwa.

TN )5 0

o
b
=
ot}
=
<
ot}
>
«
@
o
=

-=

.
2
2
QD
=}
K=}
2
5
Qo
=
>
o«
jab)
>

kebutuhan masyarakat, asuransi berkembang untuk mengantisipasi kekakuan
didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang hanya mengatur
asuransi dalam ruang lingkup yang sempit. Dengan diberlakukannya asuransi

varia ini dimungkinkan berdasarkan pada Pasal 246 dan Pasal 247 Kitab Undang-
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Undang Hukum Dagang (KUHD) yang memberikan transparansi terhadap
asuransi yang tumbuh diluar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Sebagaimana perjanjian pada umumnya termasuk perjanjian asuransi varia,
bahwa berdasarkan Pasal 1338.Ayat (1) Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) yang menganut asas kebebasan berkontrak, menyatakan bahwa
apabila setiap orang dalam melakukan:suatu perjanjian apapun asalkan perjanjian
tersebut dibuat secara Sah yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, berdasarkan Pasal 247 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa memberikan peluang untuk
tumbuh dan berkembangnya asuransi dengan nama apapun, meskipun tidak diatur
didalam Kitab Wndang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Dengan memperhatikan perkembangan asuransi, berdasarkan ketentuan
yang mengatur perkembangan asuransi yang terdapat didalam buku | (satu) Bab
IX (sembilan) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terdapat dalam
Pasal 247 Kitah Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengenai unsur
“pertanggungan antara lain”. Unsur tersebut telah membuka perusahaan asuransi
untuk melakukan perubahan-dalam produknya. Selain yang terdapat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), perkembangan asuransi juga
diperbolehkan oleh hukum yang dikaitkan dalam suatu perjanjian. Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan keleluasaan tersebut, unsur
Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPedata) yang

menyebutkan bahwa perjanjian yang dilakukan menjadi dasar memperoleh suatu

16 1bid, him. 85.
7 1bid, him. 118.
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kebebasan dalam mengembangkan produk asuransi dengan cara melakukan
sebuah perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1234 Kitab Undang-

setiap perika

ASAENAVAES

prestasi.®

harus dipenul

g8
Q e N

'u
MRS
.
wn
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=
=0
wn
2
c
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2,
QD
=

Pemikiran lain terhadap wanprestasi, adalah suatu peristiwa yang terjadi

karena adanya suatu kelalaian atau kesalahan, debitur tidak dapat melakukan

18 Ibid, him. 67.

19 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011,
him. 17.

20 |bid, him. 20.
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prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian dan tidak dalam keadaan

memaksa.?!

Adapun bentuk wanprestasi menurut R. Setiawan, yaitu:2

| Mela . epat Wak 3 ‘
2: lak » “J‘m\ ...

0
5 melakukan
sesuatu sa
perjanjian, maka ng deb dﬂ' estasi menurut
Pasal 1238 Kita Ja Jang | m data) yaitu sampai
dengan lewz .
Apabi i an 78 jenai S wak menyebutkan
bahwa debit ¢ an We i 3 at‘peringatan tertulis

dari kreditur yang i a.de at Jjatan tersebut disebut

menimbulkan suatu kerugian terhadap pihak lain. Terdapat beberapa sanksi yang
dapat dijatuhi kepada debitur apabila melakukan wanprestasi, yaitu:2®

1. Membayar kerugian yang dialami kreditur;
2. Pembatalan perjanjian;

21 Tuti Rastuti, Op.Cit, him. 81.

22 |bid, hlm. 18.

23 Nindyo Pramono, Hukum Komersial, UT, Jakarta, 2003, him. 23.
24 Tuti Rastuti, Op.cit, him. 84.

2 |bid, hlm. 85.
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3. Peralihan risiko;
4. Membayar biaya perkara apabila sampai diselesaikan dimuka hakim.

Pengalihan kerugian menurut undang-undang merupakam kosten, schaden

en interessen, sebag itab Undang-Undang
Hukum P K hanya biaya
yang tel berpiutang
(schaden) ﬁ el tungan yang

pembelaan te ) la : elalui jalur litigasi

embelaan melalui

Perdata (KUHPerdata).
Dalam hal melakukan upaya pembelaan bagi seseorang yang merasa
dirugikan, sehingga dengan adanya keberadaan Hak Asasi Manusia yang sebagai

hak kodrati dapat didekati dari sudut pandang teoritik tentang sumber hak asasi

26 1bid, him. 84-85.
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manusia, artinya apakah hak itu diberikan oleh negara melalui undang-undang
atau merupakan bawaan kodrat manusia sebagai pemberian Tuhan.?’

Perasuransian yang dilaksanakan di Indonesia saat ini tidak hanya ketentuan
yang terdapat didalam" Kitab.. Undang-Undang Hukum. Dagang (KUHD),
melainkan peraturan yang terdapat diluar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD). Peraturan Perundang=undangan’/ Fentang Perasuransian yang telah
disahkan di Indonesia, “yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang
Usaha Perasuransian, sehingga perusahaan perasuransian yang melakukan usaha
di Indonesia wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam undang-
undang tersebut, serta tunduk terhadap aturan dibawah undang-undang, seperti
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
sebagai pengawas lembaga-keuangan mulai dari bank, asuransi, multifinance,
pasar modal, bursa berjangka, pengaturan dan pengawasan, dimana Otoritas Jasa
Keuangan sebagai Regulatornya.?®

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan,
berupa peraturan perbankan, pasar modal,perasuransian, LKBB. akibat dari
kewenangan tersebut, dimana setiap lembaga keuangan yang berada dibawah
pengawasan Otoritas Jasa keuangan wajib melaksanakan peraturan yang
dikeluarkan, baik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maupun Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuanga (SE.0JK).?°

2" Thamrin S, Penegakan HAM Tenaga Kerja Indonesia, Alaf Riau, Pekanbaru, 2018, him. 29.
28 Adrian Sutedi, Hukum Hak dan Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 62.
29 Ibid, him. 86.
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E. Konsep Operasional
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah diatas, maka dari itu

penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Perlindungan

subyek huk ngka Ak : ifat preventif
maupun ya Sifat re f, ) S mau dak tertulis. Dengan
kata lain pe

konsep dim ' - emb Ua i iban, kepastian,

Perlindungan hukum represif, artinya perlindungan yang bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa.

Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi
berdasarkan polis ini. Dimana polis merupakan dokumen perjanjian asuransi jiwa

antara Penanggung dan Pemegang Polis.

80Thamrin S, loc. cit.
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Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan
pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan
asuransi sebagai imbalan untuk:

a. memberikan_penggantian-kepada tertanggung atau pemegang polis karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita
tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak
pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada‘“meninggalnya tertanggung
atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat
yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan
dana.

Polis asuransi adalah akta perjanjian asuransi/dokumen lain yang sebanding
dengan akta ‘perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat
secara tertulis dan berisi perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan
pemegang polis.

Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak
(memiliki atau mempunyai) atas sesuatu, atau pernyataan tentang suatu fakta atau
kebenaran sesuatu.®

Penolakan klaim polis asuransi adalah adanya suatu kesalahan informasi
pada persyaratan pengajuan klaim yang tidak lengkap atau klaim diajukan setelah

melewati periode pertanggungan (kadaluwarsa).*?

Shttps://id.wiktionary.org/wiki/klaim diakses pada tanggal 26 April 2019 pada pukul 22:06 WIB.
32https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10388 diakses pada tanggal 27 April 2019
pada pukul 23:04 WIB.
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Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari
campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang

peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

penelitian  hu S )i er ia onsepkan sebagai
pranata

lain. aan peneliti untuk mengetahui

b. Sifat Peneliti .
ifat Penelitian .“ “

Sifat dari pada pene deskriptif analitis yaitu kegiatan
pengkajian hasil oleh data yang hanya sampai pada taraf deskripsi analisis,
yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih

mudah dipahami dan disimpulkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk

memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data

33 Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta,
2010, him. 134.
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dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak

dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.®*

2. Obyek Penelitian

Otoritas Jasa
Keuangan etahui bagaimana
perlindunga polis asuransi

yang diajuke

masyarakat di Pe ‘ 3 ; : el ehingga semakin

hari semakin 3 ang me an asuransi di dalam

dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran
Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi
konsumen industri jasa keuangan yang salah satunya dalam kegiatan jasa

keuangan di sektor perasuransian.

%Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, him. 32.
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4. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-

sedikit  sehingc ok T 0 secara

keseluruha

Sumber Data : Otc 3 ,
Tanggal 18 September 2019

¥Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, him. 118.
%1bid., hlm. 57.
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5. Data dan Sumber Data
Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang

didapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi dokumen atau pustaka,

literatur yang
nder disamping

nal, surat kabar,

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab
secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. Dalam penelitian ini yang
menjadi responden adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Otoritas Jasa

Keuangan Kota Pekanbaru, Perusahaan Asuransi, Pemegang Polis.

3"M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, 2007, Rajawali Pers, Jakarta, him. 99.
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7. Analisis Data
Penelitian dengan bidang hukum dengan mengunakan metode observasi

yakni data yang didapat dari alat pengumpulan data diolah dan disajikan dengan

cara membanding para ahli atau dengan

!i.-‘\%‘ ‘

‘\\\\\E\G‘“ :

)
=
o
c
<
=
=
=1
D
c

dimana da

yang nyata

%
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umun 1adap Asuransi

berarti asu

Istila 2gal tern . Ura gunakan didalam
perundang- yang berarti
perlindung nbulkan kerugian
dari ancama
)agai alat sosial
untuk  meng peberapa unit  yang

menimbulkan i individu dapat

Menurut  Willett, mengartikan 2 i sebagai alat sosial untuk
mengumpulkan dana yang berguna untuk mengatasi kerugian yang tak tentu
melalui pemindahan risiko yang dilaksanakan dari banyak individu ke seorang

atau kelompok orang.*!

38Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Resik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, him. 1.
#bid., hIm.5.

“0H. R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book, PT Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2005, him. 398.

“1bid., him. 15
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Menurut H.M.N Purwosutjipto mengartikan asuransi berupa sejumlah uang
yang dilakukan berupa perjanjian timbal balik antara Penanggung dan
Tertanggung, dimana Penanggung untuk membayarkan uang yang jumlahnya
telah ditentukan pada saat Selesainya pertanggungan kepada Tertanggung dan
didasarkan atas hidup dan matinya seseorang yang ditunjuk, sedangkan
Teratanggung mengikatkan diri-untuk membayar premi yang telah ditetapkan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan asuransi (verzekering) adalah
suatu pertanggungan yang melibatkan kedua belah pihak, dimana satu pihak dapat
menjamin, serta pihak lainnya akan memperoleh penggantian dari suatu kerugian
yang mungkin akan dialami sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu
akan terjadi atau beleum tentu dapat dipastikan akan terjadi.*®

Menurut Abbas Salim mengartikan asuransi sebagai suatu keinginan
menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai kerugian-kerugian
yang belum pasti /44

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
Tentang Perasuransian menyebutkan asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak,
dimana perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi
penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. Memberikan penggantian kepada Tertanggung atau pemegang polis karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

42H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003,
him. 10.

“3Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi Indonesia, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2000, him.12.
“1bid., hIm.1.
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Tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang
tidak pasti; atau

Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung
atau pembayaran yang -didasarkan pada hidupnya.tertanggung dengan
manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil
pengelolaan dana.

Berdasarkan pengertian yang tersebut terdapat empat unsur yang dapat

dipahami dalam melakukan asuransi, yaitu:*

a.

b.

Perjanjian yang terbentuk karena adanya perikatan antara dua pihak yaitu
Tertanggung dan Penanggung sehingga terjadinya hubungan keperdataan;
Premi adalah sejumlah uang yang mampu dibayar dan telah disepakati oleh
Tertanggung kepada Penanggung;

Ganti rugi yang dilakukan Penanggung kepada Tertanggung apabila jika
terjadinya klaim atau masa perjanjian telah selesai;

Adanya suatu peristiwa (envenemen/accident) yang belum tentu akan terjadi,
yang terjadi karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak
dialami.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam Buku |

Bab IX Pasal 246 menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dengan

mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung dengan

menerima suatu premi untuk dapat memberi penggantian kepada Tertanggung

karena suatu kerugian, kerusakan maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan

yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

A, Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, him.122.
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Beberapa hal yang perlu dijelaskan dari pengertian yang terdapat dalam
Pasal 246 KUHD tersebut, antara lain:

a. Asuransi adalah suatu perjanjian yang tunduk terhadap ketentuan mengenai
syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320.KUHPerdata..

b. Perjanjian asuransi. bersifat adhesif, artinya perjanjian asuransi yang dibuat
oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan, sehingga calon. Tertanggung
tidak dapat mengajukan gagasan agar perusahaan asuransi dapat mengubah
pasal yang menurut calon Tertanggung tidak sesuai dengan kehendaknya.

c. Suatu perjanjian asuranst terdapat dua pihakr yaitu pihak Penanggung dan
pihak’ Tertanggung. Tetapi, dalam prakteknya sering kali terjadi pihak
Tertanggung tidak sama dengan pihak yang akan menerima Tanggungan
apabila terjadi kerugian atas sesuatu yang diasuransikan. Oleh karena itu,
terhadap peristiwa tersebut terdapat tiga pihak, yaitu pihak Penanggung,
pihak Tertanggung, dan pihak yang berhak menerima tanggungan.

d. Dalam melakukan setiap perjanjian asuransi haruslah ditandai dengan adanya
pembayaran yaitu premi yang dilakukan oleh pihak Tertanggung sebagai
salah satutanda bahwa para pihak khususnya pihak Tertanggung setuju untuk
dilakukannya perjanjian asuransi. Apabila tidak dibayarkannya premi maka
asuransi tidak dapat dilakukan.

e. Secara yuridis formal, terjadinya perjanjian asuransi apabila terjadinya suatu
peristiwa yang telah diperjanjikan sehingga‘dapat diadakannya suatu klaim,
sehingga pihak Penanggung akan memberikan ganti kerugian tersebut.

Berdasarkan Pasal 247 KUHD menjelaskan bahwa pertanggungan tersebut
dapat mengenai, antara lain : adanya bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam
hasil pertanian yang belum dapat dipanen; jiwa satu ataupun beberapa orang,
bahaya laut dan pembudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan didaratan,

sungai, serta perairan darat.
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2. Jenis-Jenis Asuransi
Pasal 247 KUHD menjelaskan bahwa terdapat dua jenis asuransi, yaitu:*®

a. Asuransi kerugian, yang terdiri dari asuransi kebakaran, asuransi pertanian,

dahulu (Pasal 305 KUHD). asuransi kerugian bahwa jumlah ganti
kerugian dihitung dengan membandingkan harga barang yang rusak sebagai
akibat hilang atau terbakar dengan harga barang sebelum timbul kehilangan

atau kebakaran.

“6Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi, Penerbit Alumni,
Bandung, 2007, him. 5.
4’Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, him. 280.
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Asuransi jiwa yang diatur dalam Buku 1 Bab X Pasal 302-308 KUHD.

Setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, bahkan asuransi jiwa dapat

digunakan untuk kepentingan pihak ketiga. Pasal 302 KUHD menjelaskan bahwa

adalah asuransi sosial.

“81bid., him. 135.
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b. berdasarkan Jenis Risiko
1) Asuransi risiko perseorangan (personal lines)

Asuransi risiko perseorangan adalah asuransi yang bergerak dibidang

undang-undang

pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kredit.
2) Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi khusus yang melakukan perlindungan
terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian.
Contohnya asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa

seumur hidup.
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3) Reasuransi

Reasuransi adalah asuransi terhadap pihak ketiga atau asuransi ulang,

karena perusahaan asuransi tidak ingin menanggung risiko yang terlalu berat.

kecelak

karena
3. Tuj
Tujuan Utama asuransi adalah me an risik bulkan karena
terjadinya
yang menga k 3 na itu, Penanggung

tidak akan

yang terjadi diluar kesalahan yang terjadi pada diri atau benda miliknya.
permasalahan risiko ini bermula terjadinya pada suatu peristiwa diluar kesalahan

salah satu pihak yang telah melaksanakan suatu perjanjian. Sehingga yang

“Ibid, him. 37.
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menjadi tujuan asuransi adalah sebagai suatu tujuan yang menggantikan
kerugian.*®

Tujuan utama dalam asuransi yang hendak dicapai, adalah sebagai berikut:!

kerugian terhadz I mengurangi beban
terhadap r ertanggung i uk melakukan
pengalihan Fis adaf ‘j ‘- : -L :h_ ang mL apat dialami oleh
Tertanggun ertar It ang bertujuan untuk
mengalihka ) yang N | ekayaannya, dengan

cara memba : pDah pre , 2 . ati a Penanggung dan
‘, ggung

b. Pembayaran Ga QQ

Tidak ada risiko yar ‘ : ng o h Penanggung, apabila tidak
terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Tertanggung. Dalam
praktiknya. Bahaya yang mengancam tidak selamanya akan terjadi, hal tersebut
merupakan kesempatan bagi Penanggung untuk dapat mengumpulkan premi dari
Tertanggung. Apabila peristiwa tersebut benar-benar terjadi yang menimbulkan

kerugian, maka Tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian setara dengan

*O1bid, him. 6.
*Hbid, him. 7.
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jumlah asuransi yang telah disepakati dengan Penanggung. Dimana tujuan dari
Tertanggung melakukan asuransi adalah untuk dapat memperoleh pembayaran

ganti kerugian yang akan dialami oleh Tertanggung.

undang bukan karena perja d jenis asuransi
sosial (soci y . Tujuan da nsi_sosial untuk melindungi

masyarakat dari‘ancama a kecelakaan yang dap: nyebabkan kematian

kerugian ataupun kematian terhadap Tertanggung, maka perkumpulan tersebut
akan membayarkan sejumlah uang kepada Tertanggung.

Pasal 1 KUHD menjelaskan bahwa Ketentuan umum perjanjian asuransi
yang diatur dalam KUHPerdata dapat berlaku pula dalam perjanjian khusus.

Dengan demikian, Penanggung dan Tertanggung harus tunduk pada beberapa
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ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata termasuk asas-asas yang terdapat dalam
KUHPerdata.>?

Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu

hak merup

Didala

Tertanggung, jadi Tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita

kerugian dan benar-benar menderita kerugian.®

*21bid, him. 32.

3Burhanudin Ali SDB & Nathaniela Stg, 60 Contoh Perjanjian (Kontrak), Hi-Fest Publishing,
Jakarta, 2009, him. 14.

*Ibid., hlm. 53.

%1bid., hIm. 9.
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4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi

Para pihak dalam asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif dalam
melaksanakan asuransi itu, yaitu pihak Penanggung dan pihak Tertanggung. Pihak
Penanggung merupakan pihakyang mengikatkan dirt menerima pengalihan resiko
dari Tertanggung. Penanggung dalam hal adalah perusahaan perasuransian,
sedangkan Tertanggung dalam hal ini-hisa orang pribadi atau badan usaha.>®

Berdasarkan pengertian Penanggung diatas, terdapat hak dan kewajiban
yang mengikat Penanggung. Adapun hak-hak dari Penanggung, adalah sebagai
berikut:®’

a. Menuntut pembayaran premi kepada Tertanggung sesuai dengan perjanjian.

b. Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada Tertanggung yang
berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya.

c. Memiliki “premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiva yang
diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan Tertanggung sendiri
(Pasal 276 KUHD).

d. Memiliki premi yang sudah diterimardalam-hal asuransi batal atau gugur yang
disebabkan oleh perbuatan curang dari Tertanggung (Pasal 282 KUHD).

e. Melakukan asuransi kembali kepada Penanggung yang lain, dengan maksud
untuk membagi risiko yg dihadapinya. (Pasal 271 KUHD).

Sedangkan kewajiban dari Penanggung, adalah sebagai berikut:°®

a. Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada
Tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat
hal yang menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut.

b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada Tertanggung (Pasal 259 dan
260 KUHD).

c. Mengembalikan premi kepada Tertanggung jika asuransi batal atau gugur,
dengan syarat Tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau
seluruhnya (Pasal 281 KUHD).

% Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Konsumen dan Masyarakat (Sebuah Bunga Rampai),
Mediatama, Yogyakarta, 2015, him. 78.

5 M. Suparman Sastrawidjaja, Op. cit, him. 22,

%8 Ibid, him. 23.
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Sedangkan Tertanggung dalam melakukan perjanjian asuransi mempunyai

hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, apabila terjadi suatu peristiwa yang

tidak diinginkan yang terjamin kondisi polis maka Penanggung dapat

melaksanakan kewajibannya yang. telah disebutkan diatas. Adapun hak-hak dari

Tertanggung, adalah sebagai berikut:>°

a.

Menuntut agar polis ditandatangani oleh Penanggung (Pasal 259 KUHD).
Menuntut agar polis'segera diserahkan oleh Penanggung.
Meminta ganti kerugian.

Sedangkan kewajiban dari Tertanggung, adalah sebagai berikut:

Melakukan pembayaran premi kepada Penanggung, Pasal 246 KUHD.
Memberikan keterangan yang benar kepada Penanggung mengenai objek
yang akan diasuransikan, Pasal 251 KUHD.

Mencegahatau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan
kerugian terhadap objek yang diasuransikan tidak akan terjadi atau dapat
dihindari. Apabila dapat dibuktikan oleh Penanggung, bahwa Tertanggung
tidak berusaha untuk melakukan kewajibannya.

Sudikno” Mertukusomo menjelaskan bahwa hak dan kewajiban bukanlah

merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, akan tetapi merupakan perimbangan

kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu_pihak yang tercermin pada

kewajiban dipihak lawan, apabila ada hak.dan kewajiban kepada seseorang oleh

hukum. 8!

%9 Ibid, him. 20.
% 1bid, him. 21.
61 Sudikno Mertukusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, 1991, him.
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H.M.N Purwusutjipto menjelaskan bahwa hak dan kewajiban tersebut

bersifat timbal balik antara Penanggung dan Tertanggung dengan pembagian,

sebagai berikut:®?

a.

Kewajiban yang membayar.uang premi yang dibebankan kepada Tertanggung
atau orang yang berkepentingan.

Kewajiban pemberitaan yang lengkap dan jelas dibebankan kepada
Tertanggung.

Kesalahan-kesalahan,.yangtidak termasuk /dalam kesalahan orang yang
berkepentingan tidak dapat dilimpahkan pada orang yang berkepentingan.
Tertanggung yang bukan orang yang berkepentingan dalam pertanggungan,
tidak dapat dibebani yang dijelaskan pada Pasal 283 KUHD vyaitu
berkewajiban mengusahakan segala sesuatu untuk mencegah dan mengurangi
kerugian yang mungkin terjadi.

Tertanggung mempunyai hak untuk menuntut penyerahan.polis, sedangkan
orang yang berkepentingan mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian
kepada Penanggung.

Secara umum hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian asuransi

sebagai berikut;®

a.

Hak dan kewajiban Tertanggung

1) Hak untuk mendapatkan jaminan dari Penanggung untuk menanggung atas
ancaman risiko yang dapat menimbulkan kerugian-bagi Tertanggung.

2) Hak untuk ‘mendapat ganti kerugian dari Penanggung apabila terjadi
peristiwa yang menimbulkan kerugian.

3) Kewajiban yang memberitahukan yang lengkap dan jelas mengenai obyek
yang akan diasuransikan kepada Penanggung.

4) Kewajiban membayar uang premi kepada Penanggung.

Hak dan kewajiban Penanggung

1) Hak untuk memperoleh pemberitahuan yang lengkap dan jelas mengenai
obyek yang akan diasuransikan dari Penanggung;

2) Hak untuk memperoleh premi dari Tertanggung;

3) Kewajiban untuk memberikan jaminan kepada Tertanggung untuk
menanggung atas ancaman risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi
Tertanggung;

62 H.M.N Purwosutjipto, Op. cit, him. 35.
63 Ibid, him. 40.
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4) Kewajiban membayar ganti kerugian kepada Tertanggung apabila terjadi
peristiwa yang menimbulkan kerugian.

5. Prinsip-Prinsip Perjanjian Asuransi

ng diatur didalam Kitab

Perjanjian as pakan perjanjian

a. Prinsip

Terta pertanggungan
yang diasu gian keuangan
(finansial) kerusakan atas

objek terse

g tidak memiliki
kepentingan keua ata a Terts tidak berhak

Prinsip ini dijabarkan dala 250 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD) yang menentukan bahwa:

“Apabila seseorangyang telah mengadakan asuransi untuk diri sendiri, atau
apabila seseorang yang untuknya telah diadakan asuransi, pada saat diadakannya
asuransi itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang diasuransikan
itu, maka Penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti rugi”.

64 Tuti Rastuti, Op.Cit, him. 48.
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Ketentuan diatas menentukan adanya kepentingan dalam mengadakan suatu
perjanjian asuransi sebagai akubat adanya pembatalan perjanjian apabila tidak

dipenuhi. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 250 KUHD menjelaskan untuk

sempurna.. Dalam pela ewWajib pada Tertanggung
dalam hal mer 3 it : segala fakta yang

berkaitan , jek yang diasura 0 a berlaku terhadap

perusahaan  as enjelaskan  risik - 1 maupun yang
dikecualikan, se c Syar: ) i : igan secara jelas dan

teliti.

kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.®

Dalam perjanjian asuransi banyak pasal-pasal yang dapat disimpulkan
sehingga mengandung unsur itikad baik. Tetapi yang paling populer adalah Pasal
251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dikenal dengan

kewajiban memberikan keterangan. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa

% 1bid, him. 49-52.
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apabila asuransi menjadi batal bila Tertanggung memberikan keterangan yang
keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan.
c. Prinsip keseimbangan (Indemniteit Principle)

Memberikan® ganti* rugi-kepada Tertanggung sesaat. sebelum terjadinya
kerugian sesuai dengan besarnya Kkerugian yang dialaminya. Pasal 246 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang T{(KUHD) /menjelaskan bahwa asuransi atau
pertanggungan adalah “suatu perjanjian dengan mana Seorang Penanggung
mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung dengan menerima suatu premi
untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan
ataupun kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya
karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Asuransi yang dapat disimpulkan dari Pasal 246 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan dalam hal perjanjian penggantian kerugian.
Arti dari ganti rugi disini, bahwasannya penggantian kerugian dari Penanggung
harus setara dengan kerugian yang sungguh diderita oleh Tertanggung. Namun,
dalam asas indemnitas menjelaskan bahwa hanya dalam asuransi kerugian saja
dan tidak berlaku dalam asuransi sejumlah uang.

d. Prinsip subrogasi (Subrogation Principle)

Prinsip kedudukan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dari pihak
ketiga didalam hukum perdata disebut subrogasi,®® subrogasi menurut Pasal 284
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa Penanggung

yang telah membayarkan ganti kerugian atas benda yang diasuransikan

% Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, him. 129.
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menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak

ketiga sehingga menimbulkan suatu kerugian, dan Tertanggung bertanggungjawab

untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak

seluruh ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian pada umumnya diatur dalam
KUHPerdata, karena ketentuan perjanjian tidak diatur didalam KUHD, .5’

Dalam hal pertanggungan atau asuransi merupakan perjanjian Kkhusus,
sehingga selain syarat-syarat khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang (KUHD) diberlakukan pula ketentuan umum yang diatur dalam Pasal

67 1bid, him. 31.
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1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana sebagai

gambaran dari asas lex specialis derogate lege generalis.®®

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

sebuah pernyataan dari sebuah kehendak untuk dapat mengikatkan dirinya

berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu.”

88 Ibid, him. 36.

9 Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan, Fundamentals of Risk and Insurance, John Wiley &
Sons Inc, 9th Edition, 2003, him. 158.

0 Ibid, him. 14.
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Penerimaan adalah sebuah pernyataan penerimaan sepenuh hati terhadap
semua persyaratan-persyaratan dari sebuah penawaran.”* Dalam bisnis asuransi,
penerimaan timbul pada saat pertanggungan dimulai atau polis dikeluarkan, tetapi
dalam proses penawaran dan penerimaan akan-tetap menjadi bagian tidak dapat
terpisahkan dari polis asuransi yang dikeluarkan kemudian. Dengan demikian,
Tertanggung akan tetap terikatcdengan semua .informasi yang diberikan yang
menjadi dasar bagi Penanggung untuk melakukan penutupan asuransi.’

Dalam proses penawaran dan penerimaan tidak hanya pihak Tertanggung
yang memiliki kewajiban memberitahukan informasi. Didalam prinsip itikat baik
menjelaskan bahwa para pihak memberikan informasi penting dalam perjanjian
asuransi. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD) bahwasannya kewajiban yang dibebankan kepada kedua belah
pihak, dimana tidak saja. pihak penerimas (Tertanggung) yang harus
memberitahukan fakta materiil mengenai objek pertanggungan tetapi juga pihak
yang menawarkan (Penanggung) memiliki pula kewajiban memberikan informasi
terkait perlindungan yang akan diberikan kepada Tertanggung.

b. Cakap

Dalam membuat suatu perikatan para pihak adalah pihak yang kompeten
untuk membuat perikatan dalam elemen competent parties, yaitu mereka yang
telah dewasa, waras, tidak dalam paksaan ataupun dalam pengampuan disebut

dengan cakap demi hukum.

1 Ibid, him. 24.
2 A. Junaedy Ganie, Op.Cit, him. 56.
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c. Suatu hal tertentu
Yang dimaksud dalam suatu hal tertentu, Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa objek yang menjadi

atau bertentangan  dengan
kepentingan umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu akan batal demi hukum.
e. Elemen berikutnya adalah legal form

Dalam hukum asuransi menyebutkan bahwa perjanjian asuransi dapat

dikatakan memenuhi unsur legal form, yaitu apabila polis asuransi tersebut sama

3 Tuti Rastuti, Op.Cit, him. 37.
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atau mempunyai substansi yang sama dengan polis asuransi yang dianggap yang
berwenang.’*

B. Tinjauan Umum Terhadap Klaim Polis Asuransi

polis asuransi yang diajukan a an iditasnya dan
jui. Klaim polis

engan ketentuan

dilakukan oleh

berupa

Pada pengertian lain, klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh

pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan

" Ibid, hlm. 160.
S Abdullah Amrin, Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi
Konvensional, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, him. 121.
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klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan
perjanjian tersebut.”®

2. Proses Klaim Polis Asuransi

Pembayar nsi n. Penanggung kepada

S LIESCS U .
s
=

dan efisien

Jenis-jen
(Tiga), yaitu: "’
a. Kerugian seluru .Q

Pada kerugian seluru ‘ d anggungkan secara teknis atau
nyata rusak seluruhnya. Misalnya, mobil yang hilang dicuri atau masuk laut.
Secara teknis dikatakan rusak seluruhnya, karena biaya untuk mengangkat dan

memperbaikinya lebih besar 75% harga mobil tersebut.

6 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), Gema Insani, Jakarta, 2010, him.
259.
" Ibid, hlm. 260.
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b. Kerugian sebagian (partial loss)
Adapun kerugian sebagian, adalah semua kerusakan yang tidak termasuk

kategori kerugian seluruhnya. Dalam menentukan besarnya nilai kerugian cukup

Penanggung

yaitu dengan

a. Pemberitahuan klaim polis asuransi

Setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat Tertanggung menderita
kerugian, Tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada
Penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap

awal ini, Tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang

8 1bid, him. 261-262.
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harus dilakukan oleh Tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh

Tertanggung.

Kondisi ini diterapkan untuk memungkinkan pengelola mengambil tindakan

premi sudah dibayar atau belum. Apabila tahap tersebut sudah dilalui,
Penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survey ke lapangan untuk
menunjuk independent adjuster, jika hal ini diperlukan. Pihak ketiga yang terakhir
ini akan menentukan penyebab kerugian, serta menilai besarnya kerugian yang
terjadi. Laporan survey akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau

tidak.
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Jika klaim polis asuransi ditolak, Penanggung akan segera menyampaikan

surat penolakan atas klaim polis asuransi yang diajukan oleh Tertanggung.

Sebaliknya, jika klaim polis asuransi secara teknis dijamin polis, Penanggung

peraturan
klaim polis

tersebut.

a.

o

o

Klaim polis asuransi termasuk dalam pertanggungan.
3. Penolakan Klaim Polis Asuransi
Dalam proses penyelesaian klaim polis asuransi, menurut Herman Darmawi,

menyebutkan sebagai berikut: ”Ada dua tindakan dasar yang terbuka bagi
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perusahaan asuransi jika dikonfrontasikan dengan suatu klaim polis asuransi, yaitu
membayar klaim polis asuransi dan penolakan klaim polis asuransi”.”®

Ada dua hal yang mendasari Penanggung melakukan penolakan dalam
pembayaran klaimpolis asuransi,.yaitu sebagai-berikut:°
a. Karena kerugian tidak terjadi.

b. Karena polis yang bersangkutan tidak imenutupi kerugian.

Suatu kerugian tidak menutupi kerugian polis karena diluar lingkungan
persetujuan pertanggungan. Hal tersebut terjadi apabila polis tidak berlaku lagi
atau pihak Tertanggung telah menyalahi ketentuan polis yang berlaku.

Salah satu penyebab klaim polis asuransi tidak bisa dilakukan adalah
macetnya premi yang dibayarkan setiap bulannya. Dimana asuransi mengenal
istilah uang hangus atau loss premium, yaitu Tertanggung yang tidak sanggup lagi
melanjutkan perjanjian. asuransi atau putus ditengah perjanjian asuransi. Dalam
hal tersebut, Tertanggung tidak dapat menarik kembali uangnya karena uang
tersebut oleh Penanggung telah dibebankan pada berbagai macam biaya
penutupan sehingga polis tidak memiliki nilai tunai.®:

4. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) merupakan suatu
lembaga yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun
bagian yang terdapat di LAPS yang pembentukannya tidak dari Otoritas Jasa
Keuangan melainkan tetapi dari beberapa asosiasi yang ada didalam lembaga jasa

keuangan itu sendiri, namun LAPS tetap berada dibawah pengaturan Otoritas Jasa

9 Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, him. 46-47.
8 Ibid, him. 47.
8 Ibid, him. 50.
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Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014

Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

LAPS telah mengatur berbagai hal mengenai LAPS didalam Peraturan

dinamis,

membutuh

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, menjelaskan

bahwa LAPS memiliki prinsip sebagai berikut:®

82http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-
Penyelesaian-Sengketa.aspx, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019 pada pukul 21:22 WIB
8 http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-
Penyelesaian-Sengketa.aspx, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019 pada pukul 21:28 WIB
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a. Prinsip Aksebilitas

Merupakan layanan penyelesaian sengketa yang dapat dengan mudah

sumber daya adali ( pada lembaga jasa

keuang

c. Prinsip

Merupakan LAPS mengenakan biaya murah kepada konsumen dalam
melakukan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di LAPS dilakukan
dengan cepat dan pelaksanaan putusan diawasi oleh LAPS.

Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014

Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan,

menjelaskan bahwa LAPS memiliki layanan antara lain:
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a. Mediasi

Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara menunjuk pihak

ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa oleh pihak yang bersengketa

hukum yang terbentuk dari perhimpunan yang berasaskan Pancasila dan
berlandaskan UUD 1945, dengan melakukan kegiatan dibidang sosial didirikan
oleh Asosiasi-asosiasi Usaha Perasuransian di Indonesia, yaitu antara lain:84

a. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

b. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

8 http://bmai.or.id/, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019 pada pukul 21:55 WIB
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c. Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI)
BMAI merupakan suatu lembaga one-stop-service yang dapat dengan

mudah diakses masyarakat/Tertanggung untuk dapat memberikan solusi yang

Tahap 1. Mediasi

yang diterima BMAI akan ditangani oleh Mediator
yang akan berupaya agar Tertanggung dan
Penanggung dapat mencapai kesepakatan untuk

menyelesaikan sengketa secara damai dan wajar bagi

8http://bmai.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=66& Itemid=193,diakses
pada tanggal 28 Oktober 2019 pada pukul 22:19 WIB
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kedua belah pihak. Mediator akan bertindak sebagali
penengah antara Tertanggung dan Penanggung.

2. ajudikasi  : Apabila sengketa klaim tidak dapat diselesaikan

asuransi yang
Mediasi atau

melebihi batas

C. Tinjauan Umum Terhadap Otoritas Jasa Keuangan
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan
Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan

secara terpadu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21
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Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa Otoritas Jasa
Keuangan adalah lembaga yang mempunyai independen dan bebas dari campur
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan-penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang_ini.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk: dengan,tujuan agar keseluruhan kegiatan
didalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan,
dan akuntabel, maupun mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkenlanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan
yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan
terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian,
dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara
lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen,
dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang
kegiatan jasa keuangan sebagaimana' dimaksud dalam pengaturan perundang-
undangan disektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada
Lembaga Jasa Keuangan.®

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah
sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan, jasa keuangan yang diawasi seperti

industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana

8 Zaidatul Amina, Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari
Pengalaman di Negara Lain, Universitas Negeri Surabaya, 2012, him. 8.
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pensiun, dan asuransi. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai suatu
lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena

harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas

Tentang B ‘ 2ba 3 n~Undang-Undang
Nomor 3 A te ') - omor 6 Tahun
2009 Tenta

(1) Tugas mengawasi bank akan dil ole : gawas sektor jasa
keuanga : den dan dibentuk ' .

(2) Pembe embag sebe g ada Ayat (1) akan
dilaksanaka s

Otoritas Jasa Keuangan dan kewenangan meluas. Tidak hanya mengawasi
perbankan saja, tetapi seluruh jasa keuangan yang ada, termaksud dalam

perasuransian.®

87 Siti Sundari, Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, kementrian Hukum dan HAM
RI, Jakarta, 2011, him. 44.

8 Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan,
Naskah Akademika Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, 2010, him. 3.
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b. Landasan Filosofis
Landasan filosofis mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita

hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafal bangsa Indonesia,

independensi, akuntabilita anggungjawabe ransy nsi, dan kewajaran

(fairness).

Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki Kepastian atas Jabatannya berupa jangka
waktu jabatan yang tidak bisa diganti sejauh melaksanakan tugas dengan benar

dan tidak terlibat dalam kriminalitas.*

8 1bid, him. 4.
% 1bid, him. 5.
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c. Landasan Sosiologis

Otoritas Jasa Keuangan harus menempatkan dirinya secara proposional dan

mengayomi berbagai kepentingan dari pelaku industri dan pemangku kepentingan

Undang-Undang Nomro 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam
Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

“Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan
dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor

jasa keuangan”

% 1bid, him. 5.
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4. Macam-Macam Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan, menyebutkan mengenai tugas pengaturan dan pengawasannya, yaitu:

a. Kegiatan jasa-keuangan di-sektor Perbankan;

b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Terkait pengaturan” Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang

meliputi:

a. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan

b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan

c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan

d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap
Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu

e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter
pada Lembaga Jasa Keuangan

f. Menetapkan  struktur .organisasi dan infrastruktur . serta mengelola,
memelihara, dan menatausahakan-kekayaan-dan kewajiban.

g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

h. Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang
meliputi:

i. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan.

J. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala
Eksekutif

k. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen,
dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau
penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan

. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak
tertentu

m. Melakukan penunjang pengelola statuter

n. Menetapkan pengguna pengelolaan statuter
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0.

Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perorangan, efektifnya
pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan
usaha, pengesahan,. persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan
lain.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wWewenang:

o0 o

Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;

Menetapkan peraturan mengenai pengawasaan di sektor jasa keuangan;
Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap
Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada
Lembaga Jasa Keuangan

Menetapkan  struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,
memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

Menetapkan peraturan’ mengenai,tata eara.pengenaan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, untuk melakukan tugas pengawasan. sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

a.

Menetapkan kebijakanoperasional “pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan;

Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala
Eksekutif;

Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen,
dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau
penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan disektor jasa keuangan;

Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak
tertentu;

Melakukan penunjukan pengelola statuter;

Menetapkan penggunaan pengelolaan statute;
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g. Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
dan

h. Meberikan dan/atau mencabut;

1) lzin usaha;
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

a. Hu as Jasa Keuangan | an Asuransi
ana menjual jasa

kepada pelangge atu-sisi. sedangkan-pada-s ng. lain, perusahaan

produktif. Sebaga erfusahaan asuransi

membutuhkan dua e nurut Pasal 1 angka 1

perusahaan asuransi dan pemega ang menjadi dasar bagi penerimaan
premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian
kepada Tertanggung.®?

Sehingga, hubungan Otoritas Jasa Keuangan dengan perusahaan asuransi,

dilihat dalam hal pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap

perusahaan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya melakukan pengawasan

92 Jurnal, Adji Assyafei Solaiman, Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online, Volume 2
Nomor 2, Oktober 2018, him. 62.
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tetapi juga melakukan pengaturan terhadap perusahaan asuransi yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang

perlindunga e u' ] ‘_ -L : ndang-Undang

Nomor 21 Tahu entang Otoritas Jasa Keuangan, dimana peran Otoritas

hak-hak Tertanggung apabila terjadi kerugian yang dialami Tertanggung baik

melalui jalur litigasi maupun non litigasi.®*

% Ibid, him. 64.
% Jurnal, Inosentius Samsul, Negara Hukum: Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Vol. 4, No. 2, November 2013, him. 161.
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan .C Jasa Keuangan De Perlindungan Hukum

Konsumen 'Nasi ang a aga , baga khusus
pemerintah yan sana -, tuk v . : gung terhadap
Penanggung dal interaksi dan trans nuhi kebutuhan

baik barang

ngga timbulnya

globalisasi indu ; 3 gga dibentuk Otoritas

Otoritas Jasa Keuangan di Kota Peka

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan yang diatur
oleh asosiasi-asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan, serta untuk
menyelesaikan permasalahan atau sengketa dalam sektor jasa keuangan. Otoritas

Jasa Keuangan menyebutkan penyelesaian permasalahan atau sengketa di sektor

% Adrian Sutedi, Op.Cit, him. 40.
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jasa keuangan adalah LAPS, seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

yang dikoordinasikan oleh asosiasi jasa keuangan asuransi yaitu BMAI.

Pengaruh dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan merupakan
kewenangan dan.pengawasan-terhadap industri-disektor jasa keuangan termasuk
didalamnya usaha perasuransian yang merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa
Keuangan, hal tersebut terdapat,dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, adalah sebagai berikut:

1. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan
dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal, Perasuransian,
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya
beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas . Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

2. Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan
dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari
Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa
Keuangan merupakan seluruh kegiatan ‘yang dikaitkan dengan lembaga jasa
keuangan yang terintegrasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut
merupakan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan yang dijelaskan didalam Pasal 5
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan diberikannya perlindungan terhadap Tertanggung yang mengalami
kerugian karena klaim polis asuransi yang dilakukan oleh Tertanggung ditolak

oleh Penanggung. Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan
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penjelasan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan, tujuan dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan

mampu untuk melindungi kepentingan Tertanggung maupun masyarakat.

perlindungan te anggL : Jengan melakukan

tindakan-tindaka ertujuan n e gian terhadap

dan Masyarakat menjelaskan bahwa Kewenangan yang dilakukan oleh Otoritas
Jasa Keuangan mengenai perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam

penolakan klaim polis asuransi, adalah sebagai berikut:
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1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan informasi dan edukasi kepada
masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;

2. Otoritas Jasa Keuangan eminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan

Subbagian
Pekanbaru,
fungsi dala

penolakan

Keuangan. Dimana seluruh ind ang ada di Otoritas Jasa Keuangan
mengeluarkan aturan tersebut, yang salah satunya aturan mengenai perasuransian
dan segala hal yang berkaitan dengan perasuransian termasuk dalam hal
penolakan klaim polis asuransi Tertanggung. Sehingga Tertanggung mengajukan
penolakan klaim polis asuransi itu ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan

klaim polis asuransi yang ditolak oleh Penanggung. Sehingga Otoritas Jasa

Keuangan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Yang mana, isi dari aturan
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mengenai perasuransian dan segala hal yang berkaitan dengan perasuransian
adalah aturan main dari suatu perusahaan asuransi yang mau berdiri baik secara
pribadi maupun secara berkelompok, cabut izin perusahaan, sampai dengan
sanksi-sanksi apabila perusahaan.asuransi tidak-mematuhi aturan.

Sementara itu, pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari
agar tidak terjadi penyelewengan ‘atau-penyimpangan dari apa yang diharapkan,
serta membantu terlaksananya kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan
efisien. Dengan kegiatan pengawasan tercipta suatu yang berkaitan dengan
penentuan atau evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan kerja dapat
dilaksanakan. Dengan demikian pengawasan berfungsi untuk mencegah sekecil
dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu
tugas atau pekerjaan yang telah ditetapkan dalam suatu regulasi. Tanpa
pengawasan proses pelaksanaan suatu tugasy atau pekerjaan bisa terjadi
penyimpangan atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang ditetapkan.

Sehingga " dalam hal mengawasi Kkhususnya.  perasuransian, apabila
mendapatkan kasus ‘yang berkaitan dengan perasuransian yang salah satunya
mengenai penolakan klaim polis asuransi yang diajukan oleh Tertanggung kepada
Penanggung. Otoritas Jasa Keuangan khususnya Kepala Eksekutif Pengawas
Perasuransian Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan (monitoring)
kepada Penanggung sejauh mana memberikan pemahaman dan penjelasan yang

benar kepada masyarakat dalam hal berasuransi. Pemantauan (monitoring) ini

% Thamrin S, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia, Alaf Riau, Pekanbaru, 2019, him.
41-42.
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pihak Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan dikantor Otoritas Jasa Keuangan
atau dikantor perusahaan asuransi.

Peraturan  perundang-undangan  telah  ditentukan  bentuk-bentuk
perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas dasar.kewenang-wenangan
dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai
ekonomi yang lebih baik dari.pihaki korban. Pada prinsipnya perlindungan hukum
terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-
hak pihak yang lemah atau korban.®’

Sehingga dalam hal melindungi di Otoritas Jasa Keuangan memberikan
perlindungan kepada konsumen/Tertanggung/pemegang polis dari industri jasa
keuangan termaksud salah satunya perasuransian. Dimana melindungi ini dilihat
terlebih dahulu dalam hal perlindungannya. Maksudnya, perlindungan yang
diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada i Tertanggung apabila memang
terdapat adanya hak-hak Tertanggung yang dilanggar di Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal penolakan klaim polis
asuransi masih samar-samar (grey area), maksudnya dilihat terlebih dahulu siapa
yang salah. Apakah penolakan klaim polis.asuransi Tertanggung yang dilakukan
oleh Penanggung sudah termaksud atau belum didalam syarat-syarat penolakan
klaim polis asuransi.

Apabila menurut Penanggung dalam melakukan penolakan klaim polis
asuransi sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam penolakan klaim polis asuransi,

tetapi Tertanggung merasa bahwa penolakan klaim polis asuransi tidak sesuai

7 1bid., him. 126.
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dengan syarat-syarat dalam penolakan klaim polis asuransi. Sehingga,
Tertanggung masih tidak terima dengan penolakan klaim polis asuransi yang

dilakukan oleh Penanggung dan mengajukan pengaduan penolakan klaim polis

untuk membantu

Tertanggung, tetapi juga membantu menyelesaikan permasalahan baik melalui

litigasi dan non litigasi.
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Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tertanggung salah
satunya dalam sengketa penolakan klaim polis asuransi yang diajukan ke Otoritas
Jasa Keuangan melalui tiga proses, yaitu sebagai berikut:*

1. Internal Dispute Resolution.(IDR)

Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 2/SEQJK:QT7/20%4/Tentang Pelayanan dan Penyelesaian
Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa . Keuangan mengenai
mekanisme pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan konsumen, IDR
merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan didalam lembaga jasa
keuangan. Dimana, Tertanggung dapat mengajukan pengaduan kepada Pelaku
Usaha Jasa-Keuangan (PUJK) yaitu Penanggung. Selanjutnya, Penanggung
wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut paling
lama 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. Dalam keadaan
tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan
paling lama 20 hari kerja berikutnya.

2. Eksternal Dispute Resolution (EDR)

Berdasarkan pengaturan.yang terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian
Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai
penyelesaian pengaduan melalui LAPS, EDR merupakan penyelesaian
sengketa yang dilakukan diluar lembaga jasa keuangan. Dimana, pengaduan

Tertanggung wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Pelaku Usaha Jasa

% Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEQJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan
Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
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Keuangan (PUJK) atau disebut dengan Penanggung. Apabila dalam hal tidak
tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Tertanggung dan Penanggung

dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun non litigasi.

dimuat dalam Daftar

a. t dalal an yang difasilitasi oleh

lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Tertanggung dan Penanggung
menandatangani perjanjian fasilitasi. Jangka waktu proses fasilitasi dapat
diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan

polis asuransi Tertanggung dan Penanggung.
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Bentuk penyelesaian sengketa asuransi termaksud penolakan klaim polis

asuransi terdiri dari 3 (Tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

1. Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pihak ketiga

yang ditunjuk® oleh pihak.yang bersengketa untuk membantu pihak yang

bersengketa mencapai kesepakatan.

2. Ajudikasi, yaitu penyelesaianisengketal yang dilakukan melalui pihak ketiga

yang ditunjuk para pihak yang bersengketa untuk menjatuhkan putusan atas

sengketa yang timbul diantara pihak yang bersengketa.

3. Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan yang

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para

pihak yang-bersengketa.

Pasal 53  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor:

1/POJK.07/2028 Tentang sPerlindungan Konsumen. . Sektor Jasa Keuangan,

menetapkan sanksi tehadap pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar

perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara

lain berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. Pembatasan kegiatan usaha;

d. Pembekuan kegiatan usaha; dan

e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau
huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan
secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d, atau huruf e
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(4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan
Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif
berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif

Keuangan

1. Prinsip

dan tidak diskriminatif, akukan pihak lain secara berbeda
berdasarkan suku, agama, dan ras.
3. Prinsip Keadilan

Merupakan suatu hal yang dapat memberikan layanan yang akurat

melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal.
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4. Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan Data/Informasi Tertanggung
Merupakan tindakan yang memberikan perlindungan untuk menjaga

kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Tertanggung serta hanya

medias

Berda:

Subbagian

Pekanbaru,

Perlindungan Konsumen memuat mengenai pengawasan kepatuhan pelaku usaha
jasa keuangan, dan jika pelaku usaha jasa keuangan melanggar kepatuhan
tersebut, dalam Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen ditetapkan mengenai sanksi,
yaitu dapat berupa:

1. Peringatan tertulis

2. Denda (membayar sejumlah uang tertentu)
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3. Pembatasan kegiatan usaha

4. Pembekuan kegiatan usaha, dan

5. Mencabut izin kegiatan usaha.

perasuran "

Perusa
komp

(2) Lapora sebagaimana

al 28 Februari

dimaks
tahun be
(3) Dalam
hari libu

T RIS b

=

penolakan klaim polis asuransi terhadap pelaku usaha jasa keuangan dapat
dilakukan melakukan cara pemantauan atau monitoring dan evaluasi terhadap
laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disampaikan oleh

Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwin Setiadi selaku Kepala
Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan Kota

Pekanbaru, menyebutkan bahwa: wujud dari perlindungan hukum terhadap

pertemuan kedua bela imana |_hal ini;“untuk melakukan
edukasi dip emberik n pemaha ang baik kepada
Penang

Bersifat

Konsumen jo. Pasal 1 ayat 5
Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen menjelaskan bahwa setiap layanan yang
berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk

dimanfaatkan oleh konsumen. Maksudnya, layanan yang berbentuk prestasi
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yang disediakan oleh Pelaku Usaha merupakan suatu bentuk produk jasa yang
disediakan dan dimanfaatkan oleh konsumen.

Sehungga dengan adanya hubungan kontraktual yang terjalin diantara para
pihak adalah hubunganantara. pelaku usaha-(Penanggung) dengan konsumen
(Tertanggung), yaitu hubungan berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian
antara 2 pihak atau lebih (Penanggung-dan Tertanggung) yang terlibat kerjasama
sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal melakukan upaya penyelesaian penolakan klaim polis asuransi di
Kota Pekanbaru, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwin Setiadi
selaku Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Otoritas Jasa
Keuangan Kota Pekanbaru, dengan dilakukannya pertemuan.antara para pihak
yaitu pihak Penanggung dan pihak Tertanggung yang dilakukan oleh Otoritas Jasa
Keuangan dalam menyelesaikan permasalahan, penolakan klaim polis asuransi
merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi
khususnya dalam penyelesaian sengketa penolakan klaim polis asuransi.

Permasalahan dalam asuransi dapat terjadi karena adanya beberapa pihak,
baik pihak dalam perjanjian asuransi. maupun pihak lain yang mengakibatkan
terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan Pasal 1 angka 1
huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,
menjelaskan bahwa memberikan penggantian kepada Tertanggung atau pemegang
polis karena adanya kerusakan, kerugian, buaya yang timbul, kehilangan
keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin

diderita Tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang
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tidak pasti. Maksudnya, peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian
telah mengakomodir peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Tertanggung,
baik yang diakibatkan oleh pihak ketiga, maupun kerugian yang dialami oleh
pihak ketiga akibat perbuatan Tertanggung.

Dilihat dalam asas subrogasi yang terdapat dalam Pasal 284 KUHD
menjelaskan bahwa kerugian .yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian dari
pihak ketiga, maka pihak Tertanggung dapat meminta ganti Kerugian kepada
pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Dari penerapan prinsip subrogasi
tersebut, dapat juga diartikan bahwa Tertanggung dapat memilih untuk menuntut
ganti kerugian dari pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian dan/atau menuntut
klaim kepada perusahaan asuransi yang secara otomatis imemindahkan hak
subrogasi kepada Penanggung.®® Dalam hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan
memberikan fasilitas dalam, _menyelesaikan penyelesaian ~sengketa, sehingga
dengan dilakukannya pertemuan antara para pihak dalam perjanjian tersebut dan
disertai pula pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian, sehingga dapat
memberikan keadilan kepada para pihak.

Berdasarkan kesimpulan hasil ‘wawancara dengan beberapa Perusahaan
Asuransi yang melakukan penolakan klaim polis asuransi di Kota Pekanbaru
(Lampiran | Tabel), upaya pelaksanaan yang dilakukan Perusahaan Asuransi
dalam mengatasi masalah penolakan klaim polis asuransi yang diajukan ke
Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru tidak jauh berbeda satu sama lain,

diantaranya sebagai berikut:

9 Junaidi Ganie, Loc. Cit.
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1. Penolakan klaim polis asuransi yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan

melalui jalur litigasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rian selaku penanganan

Penanggung dan Tertanggung, sehingga dengan adanya pertemuan kedua
belah pihak tersebut yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak ada
lagi kesalahpahaman mengenai terjadinya penolakan klaim polis asuransi
yang diajukan Tertanggung ke Penanggung. Berdasarkan keterangan dari lbu
Eli selaku ABM PT BNI LIFE INSURANCE, dengan ada pertemuan kedua

belah pihak antara Penanggung dan Tertanggung. Dapat membantu
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Perusahaan Asuransi menyelesaikan kasus penolakan klaim polis asuransi
yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi. Maksudnya, dengan adanya

Otoritas Jasa Keuangan dapat membantu menjelaskan dengan cara edukasi

:E a Keuangan
-

"g dalam me 1 up erhe e enolakan klaim polis
Er - asuransi di z aru, ada ‘

E— i 1. Kurangnya asi yang didapa ’ ’

& = = = - 5

= e i, a ““melakukan  suatu
E S ri Tertanggung
- A

g g ngan lbu Rika
3 5

2 B anggung merasa
& =

@ _'é melakukan suatu
e

:T - dengan dodi selaku
E iR si menjelaskan bahwa,
E njelaskan secara detail dan
=

menyeluruh tentang produk asuransi yang ingin dilakukan oleh Tertanggung.
Sehingga, Otoritas Jasa Keuangan sulit untuk memastikan mana yang benar
dan mana yang salah atau biasa disebut dengan istilah keadaan yang belum
jelas atau sama-sama (Grey Area).

Untuk mengatasi hambatan yang didapat oleh Otoritas Jasa Keuangan

dalam melakukan upaya terhadap penyelesaian sengketa penolakan klaim
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polis asuransi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya sebagai fasilitator
untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi terhadap penolakan klaim polis

asuransi. Tetapi, Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan solusi

memberikan
solusi y i Al epada masyarakat
seperti melakukan sosi ‘kepada mas entang industri keuangan

termaksud-dala al asuransi, apa-apa saj 0 diperhatikan dalam
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, prinsip penanganan
pengaduan. Sedangkan dalam hambatan yang didapat oleh Otoritas Jasa
Keuangan dalam melakukan upaya terhadap penyelesaian sengketa penolakan
klaim polis asuransi di Kota Pekanbaru, yaitu kurangnya informasi yang
didapat, kurangnya pemahaman konsumen terhadap produk-produk asuransi

yang ingin dilakukan.
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B. Saran

1. Dalam hal kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi
perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam penolakan klaim polis
asuransi di_JKota Pekanbaru, hendaknya Otoritas Jasa Keuangan dalam
melakukan kewenangannya lebih ditingkatkan lagi dalam hal pengawasan
khususnya dalam hal . perasuransian sberdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah lebih mempertegas
kembali ~undang-undang mengenai perjanjilan antara Penanggung dan
Tertanggung agar pemenuhan perjanjian dalam suatu polis asuransi tersebut
dapat berjalan secara profesionalitas, efektif, dan efisien.

2. Dalam melakukan upaya dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap
penyelesaian sengketa penolakan klaim polis asuransi di Kota Pekanbaru,
hendaknya Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru dengan-lebih meningkatkan
lagi cara bersosialisasi dan beredukasi kepada Perusahaan Asuransi tentang
cara menyampaikan produk-produk asuransi secara profesionalitas, efektif,
dan efisien kepada masyarakat. Sedangkan dalam Perusahaan Asuransi,
seharusnya lebih transparan tentang Cara-menyampaikan pemasaran produk-
produk asuransi, baik secara profesionalitas, efektif, dan efisien. Sehingga
masyarakat tidak ragu apabila ingin melakukan suatu asuransi. Sedangkan
terhadap masyarakat, sebaiknya lebih teliti dan cermat lagi apabila ingin
melakukan suatu asuransi, sehingga tidak terjadi kesalahpaham apabila sudah
melakukan suatu asuransi, seperti tidak terjadi kesalahpahaman mengenai

masalah penolakan klaim polis asuransi antara Penanggung dan Tertanggung.
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